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Kata Kunci : Harta karun bawah laut atau BMKT, Penegakan Hukum, Tindak
Pidana

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah laut
perairan Belitung atau BMKT merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum dalam mengatasi dan menindaklanjuti setiap peristiwa yang
mengandung unsur tindak pidana, seperti mengambil barang milik negara tanpa
izin, menjual ke kolektor untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan
menimbulkan kerugian bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penegakan hukum terhadap tindak pidana pengambilan atau pencurian benda
cagar budaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya tersebut. Jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan metode
pendekatan kepustakaan, perundang-undangan, konseptual dan perbandingan.
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan
hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pengambilan harta karun bawah
laut atau BMKT yaitu adanya kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kebudayaan, Dirjen Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan TNI Angkatan Laut. Hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa sulitnya untuk menegakkan tindak pidana
tersebut karena masih adanya tumpang tindih aturan mengenai BMKT tersebut.
Selain itu juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan
hukum yaitu mulai dari faktor hukum dan perundang-undangan itu sendiri, faktor
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.
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ABSTRACK

Riska Anissa
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LEGAL ENFORCEMENT ON CRIMINAL ACTIONS OF TAKING
UNDERGRAOUND GOODS OR UNDERSEA TREASURES OF BELITUNG

WATER BASED ON 11 ACT 2010 ABOUT CULTURAL HERITAGE

The 2018 Faculty of Law, Thesis

Keywords: Underwater Treasure or BMKT,  Law Enforcement, Crime

Law enforcment of under-treasury crime of Belitung Sea or BMKT is an attempt
to realize the legal wishes in overcoming and following up any events that contain
element of criminal acts, such as taking state property without permission, selling
to collectors for personal gain and incurring losses for the county. The study aims
to determine the law enforcement of the criminal act of taking or theft of curtural
heritage objects and to know the factors effecting law in enforcement efforts
against theft objects. The type of research used is emperical juridical research
using literature approach method, legislation, conceptual, and comparison. Based
on the result of the discussion, it can be concluded that in the process of law
enforcement by the police against the criminal act of taking treasure under the
sea or BMKT is the coorperation with related agencies such as the Office of
Marine and Fisheries (DKP), Culture Office, Director General of Marine dan
Fisheries Resources Control (PSDKP)and the Navy. The result also show that it is
difficult to enforce such crimes because of the overlap of rules regarding BMKT.
In addition, the are factors that influence the law enforcement process, rangging
from legal factors and legislation itself, law enforcement factors, facilities dan
pra-facilities, community ad cultural factors.
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